BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 001/PS/SN.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memeriksa can

menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbeng bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi

Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum, permohonan dari; -----ss-mmmmmmmemeemcc oo e -

ama . Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang; —----=----------meceee

No. KTP : TEIROZINTOBBOODT, <o s aisisiasias

Alamat/Tempat Tinggal - Jalan Jambu No. 5 Kel. Loka Kab. Bulukumba: - -—-----
Tempat, Tanggal Lahir . Kec. Bulukumpa, 11 Oktober 1968; -------m-cmeeeeeeee e
Pekerjaan/Jabatan . Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Bulukumba; -------—-—-—-

dan

Nama . Drs. Muh. Syahyul Lide; -—-===mmme e
No KTP . 7302023105690001; -=-mmmmmemm- B
Alamat/Tempat Tinggal ©Jalan Pahlawan No.16 Kel. Bentenge Kab. Bulukumba:

Tempat, Tanggal Lahir . Bulukumba, 31 Mei 1969; -~ mmmmm e
Pekerjaanlda_batan . Sekretaris DPD Partai Berkarya Kab. Bulukumba; ---------

sehagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya
Kabupaten Bulukumba, dimana Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai bakal Calon
Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan
3 Kabupaten Bulukumba, yang telah menyerahkan dokumen persyaratan untuk Bakal

Caion Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, yang olgf), Benta Acara hasil verifikasi

keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anﬁ’éota DPRD Kabupaten j;
b h v LIHAN
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Pemiilihan Umum Tahun 2019, Model BA HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN
tertanggal 07 Agustus 2018, Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Bulukumba (KPU
Bulukumba) telah menghapus nama Drs; H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Jntuk selanjutnya disebut sebagai: ------- B e

- - —PBMONON - e e

dalam hal ini mengajukan permohonan Fenyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum atas Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba tertanggal 07 Agustus 2018
tenteng Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon
argoota DPRD Kabupaten pada Permilihan Umum Tahur 2013 yang telah menghapus
nama Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Berkarya

dalam Pemilihan Umum 2019; ------------- - - e

----------------------- TERMADAP e

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Jaian
Jend. Sudirman Nomor 10 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten
'Bumkumba, dalam hal ini diwakili oleh mMasing-masing: === memmmmmmmmm e
1. Kaharuddin, S.Pd., MM (Ketua KPU Kabupaten Bulukumba) -~—-———=mmmmms commmmees
2. Wawan Kurniawan, SE (Anggota KPU Kabupaten Buiukumba) -=-smmemmemm

w

Syamsul, SE (Anggota KPU Kabupaten Bulukumba) —==--=====-mmmmmmmmm e
Kesamuanya Dberkewarganegaraan Indonesia, rPekeriaan Ketue, Anggota KPU
Kaoupaten Bulukumba Prcvinsi Sulawesi Selatan, bertindak haik sendiri-sendiri atau
bersama - sama untuk dan atas nama Komis: Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.,
Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai---————memmmmcmecee

------------ —-- ---—--Termohon-- - - - e

dengan nomor permohonan: 15/DPD+PB/BIk/Vill/2018 yarg diterima olen Badan
Pengawas Pemilihan Umurn Kabupaten Buiukumba pada tanggal 09 Agustus 2018 dan
dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesa.an Sengketa Proses Pemilihan
Umum pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor: 001/PS/SN.04/VIII/2018, -~ —------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Pern'qnan engan Nornor.Re 7
001/PS/SN.04/VI11/2018 dengan Permohonan sebaganb ut: > - :.LMIL’TETL
2 maum.:u'auwxu "



a Bahwa DPD Partai Berkarya Kabupeten Bulukumba mengajukan daftar baka! calon
parbaikan anggota DPRD Kabupaten dalam pemillihan umum tahun 2019 kepada
KPlJ Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan model B1 DPRD Kabupaten
Perbaikan pada daerah pemilihan BULUKUMBA 3 dengan mengembalikan berkas

bakal calon legisiatif atas:------=-==-=-=-rmmmmssimmmmmmmmmmmsoem s o m s

iNama Drs H. Andi Muttamar Mattotorang; -------------
Nomor Urut pada Model B.1 B (SEmBIaN; —-re—rsieRaasRssant
Caerah Pemilihan L i

b. Rahwa berdasarkan Model TT.Pd DPRD Kabupaten (Tanda Terima penerimaan
penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota
DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019) terienggai 17 bulan Juli tahun
2018. Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba oleh Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba menyatakan memenuhi syarat.------

c. Bahwa berdasarkan Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten (Tanca terima
Fenerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syzrat calon anggota
DPRD Kabupaten) tertanggal 20 Bulan Juli Tahun 2018 Dewan Pimpinan Daerah
Paral Berkarya Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Bulukumba menyatakan memenuht syarat ----------=-mmmmmmsmmmmmmmmmmmeee e

" Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan Berita Acara Model
BA.HP.DPRD Kabupaten Perbaikan (Berita Acare [dasi! Verifikasi Keabsahan
Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada pemilihan
Umum Tahun 2019) KPUD Kabupaten Bulukumba telan mencoret caleg Parta
Berkarya atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor
UL 9, e e e e e e e e e e e e e e e e e e i e

e. Bahwa pada pokok permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acarz

Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD
Kahupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2013 tertanggal 7 Agustus
2018 KPUD Kabupaten Bulukumba telah mencoret caleg yang kami ajukan atas
nama Drs. H. Andi Muttemar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 (B1.
Terlampir) sesuai Lampiran Berita Acara Hasii Verifikasi Keabsahan Perbaikan
Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 ------==mmmmmsmmmmmemm oo

f. Alasan - Alasan Pemohon: i
1) Bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 c ayat 2 berbuny " setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara <olektif

untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya”. Dar pasal 28 d ayat 3
berbunyi “ setiap warga Negara berhak memge'b_ kesempatan yang sgwa

dalam pemerintahan”. ---- _?ﬁ_- e _ _'_:?u
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n)

4)

Bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal
43 ayat 1 berbunyi “ setiap warga negara berhak untuk memilih can dipilih
dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan’ =—--==ss-ssssmsmmmm e oo
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Repubiik indonesia No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayal 1 Bakal Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah VWarga Negara Indonesia dan
harus memenuhi persyaratan pada bag.en g tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telan mempoeroleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang dianca:) dengan pidana penjara £ (Lima)
tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengermukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----------=---s--smsossmmmosono e o
Bahwa Bakal Calon anggota DPRD Bulukumba daerah pemilihan Bulukumba 3
nomor urut 9 pada model B.1 DPRD Kabupaten perbaikan dari Partai Berkarya
Drs. Andi Muttamar Mattotorang sudah mengumumkan secara terbuka dan jujur

melalui media massa harian Rakyat Sulsel pada hari Sabtu tanggal 30 Juni

2018 sebagal mantan 18rDI0RIE; et e i s
Bertentangan dengan Putusan MK Nomor = 4/PPU-VII/2009 tertangga: 24 Maret

Pelarangan mantan narapidana Bandar Naikoba, Kejahatan seksual terhadap
anak, atau Korupsi menjadi caleg DPD. DPR, DPRD hanya diatur oleh PKPU
bukan dalam Undang-Undang Pemilu dengan demikian secara hirarki aturan
semestinya tidak boleh mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan aturan
diatasnya Undang-Undang, olehnya itu PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentarigan
dengan peraturan yang lebih ting@i. -——------==-=mmmmem oo

Berdasarkan  Putusan  pengadilan melalui VA  RI No. 626
K/PID.SUS/2008/MA.RI tanggal 13 Agustus 2008, Drs. H. Andi Muttamar
Mattotorang calon anggota DPRD Bulukumoa 3 Mo urut 9 tidak dicabut hak
politiknya baik hak politik memilih maupun hak politik dipilih (Terlampir
Putusan MA). Dipertegas tentang hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD
1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28c Ayat (2), Pasal 28 d Ayat (1) dan (3)
Pasal 28 e (3) peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak
azasi warga negaranya. khususnya dalam keterlibaien pemeriniahan untuk
dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilu, pilpres, dan Pilkada. -
Sebagai Yurisprudensi bagi Bawaslu Kabupaten Bulukumba atas Kasus
hukum yang sama terkait Keputusan Panwaslih Provinsi Aceh tertanggal 9
Agustus 2018 yang telah mengabulkan Pemman Abdulah Puteh dengan
membatalkan Putusan KIP Aceh berdasarxan Qef Ac}ara Nomor 152/5.5[)
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BA/11/Prov/VII/2018 Tentang hasil verifikasi keabsahan syarat bakai calon
oerseorangan peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 yang mencoret
Abdullah Puteh sebagai Bacaleg DPD RI dan Keputusan Bawaslu Toraja Utara
membatalkan putusan KPU berupa Benta acara terkait TMS ( Tidak Mernenuhi
Syarat ) Bacaleg JK Tondok sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 daii
Partai PKPI Dapil 4.-- e e e e e

g. PETITUM Pemohon. —ee-s—memmese-mmesa e e
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Femilu

Kabupaten Bulukumba untuk menjatuhkan putusan sebaga: berikut :—----—-mmmm e

1) Mangabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; --------- - -
2) Membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen
Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemiihan

Jmum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, ——----mmmmemmrmmommmmsmmm s oo oo
3) Menyatakan Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten sudah memenuhi syarat. ------
4) Mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang kedalam daftar calon
Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut & yang
selanjutnya ditetapkan Sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Berkaiya

Kabupaten Bulukumba. wm e

o
~—

Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabugaten Bulukumba untuk

melaksanakan putusan ini. ------==m=mmmme s cmme oo oo memrmmennee

6) Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumpba berpendapat .ain mohon putusan yang

seadii-aqiinya (ex aequo et bono). -=——---—--mmmmmmmemm- e

Menimbang, bahwa atas Permononan Pemohon, Termohon teizh mengajukan jawaban
pada sidang Adjudikasi tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Delapan Belas. telah mengemukakan hal-hal sebagar berikut. - mmmmemmmmmmm e
a Atas Pokok Permohonan Pemohon: —=--=-semsm s mmmmmmmm e oo oo eee rmmmm e

Banwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh pemohon adalah sebagai

berikut : e e e e e -

1) Jawaban Pokok Permohonan Pemchon yang menyatakan bahwa * Keberatan
terhadap terbitnya Berita Acara Hasii Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen
Syarat Bakal Calon Anggota DPRLC Kabupaten Bulukumba Pada Pemiithan
Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 KPUD Kabupaten Bulukumba
telah mencoret caleg kami ajukan atas nama Drs. H. Andi Muttamar Matiotorang
Capil Bulukumba 3 Nomor Uiut 9 sesuai Larmpirran Berita Acara Hasil Verifikasi
Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calo
Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 te?tg
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Untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

berpedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang - undangan - --
Peiaksanaan peraturan oalam Tahapan pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Bulukumba Tahur 2019 adaiah
pelaksanaan dari ketentvan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, utamanya terhadap ketentuan yang berkaitan pelaksanaan
{ugas dan kewenangan KPU Kabupaten dalam menetankan suatu keputusan,
dimana secara teknis KPU Kabupaten Bulukumba dalam menetapkan suatu
keputusan pada tahapan Pencalonan anggota DPRD telah melaksanakan

ketentuan undang undang untuk mempedomarii Peraturan KPU dan Keputusan

(Pasal 75 ayet (3) Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dar wewenang nya

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan dengan

berpedoman pada keputusan KPU ). e e e
Pada pokok permohonan yang menyebutkan * Kepzaratan terhadap terbitnya

Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019
tertanggal 7 Agustus 2018, Perihal Pencoretan caleg yang diajukan aias nama
Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 2 Nomor Urut 9 Partai

Berkarya” -- e e e o e
2ada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Bulukumba telah menetapkan
Berita Acara Nomor : 129/PL.01 4 — BA/7302/KPU-Kab/VIll/2018, tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara ( DCS ) Anggota DPRD Kabupaten
Bulukumba Pemilihan Umum Tazhur 2019 DCS ditetapkan berdasarkan
Rancangan DCS yang mendapatkan persetujuan dari partai politik yang d'tandai
dengan penandatanganan Pihak Partai Pclitik (oleh masing — masing LO /
Penghubung Partai Politk) pada lembaran rancangan DCS tersebut. (Berita
Acara Nomor : 129/PL.01.4 — BA/7302/KPU-Kab/VIil/2018 sebagaimana
terlampir sebagai alat bukti).- ----- - e e s S i i

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 avat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencaionan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prcvinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Xabupaten/Kcta, KPU Kabupaten Bulukumba menyusun rancangan
DCS berdasarkan hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal
’Umum Tahun 2019 L:ntuly

Partai Berkarya yang tertuang dalam Be‘?j_tx ﬁ:ag Nomor : Nom .
x . Bau, - & PEN LIHAN Y
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124.nh/PL.01.4 - BA/7302/KPU-BLK/VIIII2018. (sebagaimana terlampir sebagai

alat bukti ) M S

Proses terhadap Penetapar DCS melalui Berita Acara Nomor
129/P_.01.4-BA/7302/KFU-Kab/VIIl/2018 (elah sesuai dengan Peraturan KPU
Nomer 20 Tahun 2018, ---m-mmmmmm s o s e e e oe

Perihal status Belum Memenuh Syarat ( BMS ) terhacap Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Bulukumba Atas Nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang
yang ditempatkan pada Daerah Pemilihan ( Dapil ) Bulukumba 3 yang
telan diajukan oleh Partai Berkarya pada masa pengajuan bakal calon
berdasarkan hasil verifikasi persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan bakal calon

yang telah ditetapkan tersebut Berdasarkan ketentuan (-—---—-—-=mesmmmemmmmemee e

1. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon.--------------- e
Bahwa salah satu persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten adalah setiap Partai Politix melakukan seleksi bakal calon secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART Partai Politix bersangkutan,
dimana dalam seleksi bakal calon secara demokratis tersebut parta! politik
tidak menyertakan Mantan Terpidana Bardar Narkoba, Kejahatan seksual
terhadap anak dan korupsi ( Pasal 4 ayat ( 3 ) Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 ) persyaratan ini berketentuan bahwa calam pengajuan bakal
calon, partai politk menandatangani dan melaksanakan pakta integritas
Pencalonan anggota DFRD ( Pasal 6 ayat { 1 ) huruf e Peraturan KPU
Nomor 20 Tahun 2018 ).-- - mmm e een ———
Dalam hal pengsjuan bakal calon, Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba

telah menyarmnpaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon ke KPU
Kabupaten Bulukuinba pada tangga: 17 Juli 2018, pukul 10.01 Wita derigan
jenis dokumen sebagai berikut :------ = -memmmr e

a. Surat pencalonan menggunakan forrnulir Model B, —----==-=mmemmemmmmmeee e

b. Daftar bakal calon menggunakan formulir Model B. 1 ~—=-emmmmmmmmmmm e
c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai
Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seieksi bakal calon
secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan
internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.Z | dan---------- —=------
d. Pakta integritas yang ditandatangani oieh Pimpinan Partai Politik sesua
dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Mcdel B.3 . ------muaeuev
(dokumen tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, b ¢, dan d sebagaimana
terlampir sebagai alat DUKLE ). -==mmmmm e s e e e e e e
Dokumen persyaratan pengajuar bakal c?‘lo..Paﬁaiu Berkarya Vterse‘but '
dinyatakan di terima oleh KPU Kabupaten Bului‘iuga h_EaI ini ditandat den’%ﬂ

bavn L5 P LKA
¥ 4 KaBUFa &N BULUK



di terbitkannya Tanda Terima dokumen pendaftaran ( TT.Pd ) (sebagaimana
Yerksrmir SlRRaT ST BERE Jopees—— e e AR S
Selanjutnya KPU Kabupaten Bulukumbz melanjutkan proses Verifikasi

administrasi dokumen syarat bakal calon Partai Berkarya. ------------- e

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD.----- e o -

Dokumen persyaratan pengajuan bakal caion Partai Berkarya tersebut
dinyatakan di terima oleh KPU Kabupaten Bulukumba selanjutnya KPU
Kabupaten Bulukumba melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen
syarat calon yang diajukan olefi Partai Berkarya. Dalam proses verifikasi
administrasi terhadap dokumen syarat calon tersebut secara khusus

berpedoman pada: --------=---=smeemmmmmmmmm oo oo s s sn e e s n e oo

1) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 yang menyebutkan bahwa “ Dalam seleksi Bakal Calon secara
Demokratis dan terbuka Partai Politik tidek menyertakan mantan
Terpidana Bandar Narkoba, kekerasan Seksual terhadap anak dan
Korupsi “. (Foto copy kutipan sebagaimana terlampir sebagai alat bukti).--

2) Keputusan KPU R! Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23
Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunar dan
Penetapan Daftar Caion Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota pada. --=----====mmmmmmmm s mm e e oo

a. Bab il huruf A angka 3 huruf a poin 1) menyebutkan bahwa * Dalam
hal pada masa penelitian syarat bakal calor, KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/K!P Kabupaten/ Kota teieh menetapkan Beium
Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan
terpidana bandar narkoba, xejahatain seksual terhacap anak atau
korupsi. maka status BMS tersebut dimakna! sebagai Tidak Mermenuhi
Syarat (TMS) “.--===somemmemmmmmmmseemmen oo e - e

b. Bab Il huruf A angka 3 huruf a poin 2) menyebutkan bahwa * Partai

Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal caion yang

ditetapkan TMS sebagaimana dirnaksud pada point 1) pada masa

pengajuan dokumen hasil perbaikan *. ----—=-c--semsmmremm s oo
(Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01 4-Kpt/06/KPU/V11/2018,
tanggal 23 Juli 2018. Sebagaimana tertamgr.b‘@gag, alat bukti) -—----1«;#' v
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3) Surat KPU Rl Nomor : 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli

4)

5)

2018, Perihal : Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Baka! Calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada:------------

a. Angka 1 huruf b menyebutkan bahwa “ Apabila pada masa penelitian

b.

syarat bakal calon diketahwi Jdan aibuktikan dengan telah diterimanya
salinan putusan yang telah berkekuatan huxum tetap bahwa Dakai
calon Anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
adalah mantan terpidana bandar narkobtia, kejahatan seksual terhadap
anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagail
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) “. ——ee- e
Angka 1 huruf ¢ menyebutkan bahwa “ Dalam hal pada masa

penelitian syarat bakal calon, KPU,KPU Provinsi/ KIP Aceh. dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belumn Memenuhi Syarat
(BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status
BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) * -------
Angka 1 huruf d menyebutkan bahwa ° Partai Folitik dapat
mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan
TMS karena berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba,

kejahatan seksual terthadap anak atau korupsi pada masa pengajuan

. e e B e

dokumen hasil perbaikan. *
(Fotocopy Surat KPU Rl Nomor - 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018.
tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana terlampir sebagai alat bukti).---------—--
Terhadap berkas administrasi bakal calon DPRD an. Drs. H. Andi
Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 yang diajukan
oleh Partai Berkarya Kabupaten Eulukumba terkait dengan statusnya
sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan / Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor - 626 K/PID.SUS/2008 adalan mantan
terpidana dengan pelaku kejahatan korupsi, sehubungan dengan hal
tersebut yang bersangkutan dengan statusnya sebagai mantan terpidana
pelaku kejahatan korupsi dianggap berteniangan dengan Pakta Integritas
yang telah diajukan oleh Partai Berkarya sehingga dalam Berita Acara
Hasil Verifikasi berkas administrasi bakal calon yang bersangkutan
dinyatakan status BMS yang dimalknai dengan TMS. ---—-ms-mmrmmmmmmmommmeeees

Atas status hasil verifikasi operkas administrasi bakal calon DPRD an.
Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9
yang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Bulukumba, telah
disampaikan kepada Pengurus Partal Be‘f?e nretalui Surat Ketﬂalié‘F:.LiJ

. ® i 3
Kabupaten Bulukumba Nomor 500/PL.01 éSDI?ZBOZIKP'J-Kalemm
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Tanggal 25 Juli 2018, Perihal =~ Penyampaian (sebagaimana werlamgir

sebagai alat bukti). e e S —

2) Jawaban alasan - alasan pokok permohonar sebagai berikut: om

1. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa
Bertentangan dengan UUD 1945 pasal 26 ¢ ayat 2 berbunyi * setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya daam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya * Dan pasal
28 d avat 3 berbunyi ° setiap warga Negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. -----------r=-s=smssssmmomssmnoroomas

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Iandasan Konstitusionai
Negara Republik Indonesia, yanrg merupakan kaidah hukum yang berisikan
aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-cdasar
mengenai ketatanegaraan. Seperti halnya dengan Pemilihan Umum, hal
tersebut juga di tulis secara tersurat dalam Ketentuan Pasal 22 E ayat (3)
UUD 1945 yang menyebutkan “ Pemiihan Umum diselenggarakan oleh
Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Selanjutnya pada Pasal 22 E ayat (6) menyebutkan bahwa " ketentuan iebih

lanjut tentang Pemilihan Umunr di atur oleh Undang Undang *.--------=---m---—-

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berpedoman pada
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini perihal terkait dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur secara mendetail,
termasuk perihal tugas, wewenang, dan kewaijiban KPU, KPU Provinsi, KFU
Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam Undang - Undang
Nomor 7 Tahun 2017 juga diatur secara tersurat mengenai Peraturan dan
Keputusan KPU. - et

Untuk menyelenggarakar: Undang - Undang Pemilu sebagaimana di
atur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU diperintahkan
untuk membentuk Peraturan KPU dan Keputusen KPU. Peraturan KPU
merupakan pelaksana Peraturan Ferundang undangan, hal ini diatur dalam
ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang
menyebutkan bahwa “ Untuk menyelenggarakar Pemilu sebagaimana
diatur dalam Undang Undang ini KPU mé'n&ﬁtuk pPeraturan KPU qaj

Keputusan KPU “, kemudian selanjutnya pac% &alﬁj‘s ayat (2),Un
KABUrAI cN BULUKLY 7
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Undang Nomer 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Peraturan KPU

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana peraturan

perundang undangan.------ e e e e

Secara umum dapat disampaikan bahwa merupakan kewajiban KPU
KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota dalam menyeienggarakan Pemilu tahun
2012 wajib mempedoman: Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017, dan
Peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.------memsrm ooomee

Hal yang menjadi salah catu alasan keberatan terhadap terbitnya berita
Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Buiukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
tertanggal 7 Agustus 2018 yang dimaksud oleh pemohon dan dianggap oleh
pemohon bertentangan dengan UUD 1945 pasal 2€ c ayat 2 dan pasal 28 d
ayat 3 tidek dapat untuk dijadikan alasan sebagai pengajuan pokok
permohonan di karenakan oleh KPU Kabupatan Bulukumba tidak
mempunyai kewenangan dalam menilai aturan yang menjadi dasar bag!
KPU Kabupaten Bulukumba untuk mererbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi
Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan
Undangs Undang DESER 1848w e e semmniimms oo

Jawaban Alasan pokok permohonan yarg menyebutkan bahwa | —------—-
“ Bertentangan dengan UU Nomor 39 tashun 7999 tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 43 ayat (1) berbunyi “ Setiap warga Negara berhak untuk
memilih dan dipilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas. rahasie, jujur dan adil

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan " ----=---=- === -

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang — Undang Nomor 29 tahun 1€99
disebutkan bahwa ' Setiap warga Negara berhak untuk memilih dan dipiiih
delam Pemilu berdasarkan persarnaan hak meialui pemungutan suara yang
langsung, umum, bebas, rakasia, jujur dan adil sesual dengan ketentuan

“

peraturan Perunaang - undangan °, jika membaca secara seksama
terhadap ketentuan yang di tegaskan dalam pasal tersebut, jelas
menunjukkan adanya jaminan yurid's yang melekat bagi setiap warga
Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya dan
cipihh dalam pemilu melalui pemungutan.'snra yang langsung, umyEu, S
bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai d::a ar ketentuan perat" .

11 Kb e =it BuLUK



Perundang - undangan Tentunya, hal i searah dengan asas
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU
Provinsi, KPU Kahupaten/Kota selaku penyelenggara Pemilu dalam
menyelenggarakan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas
penyelenggaraan Pemilu yang harus rmemenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel,

efektif, dan efisien. . — i _—

Terhadap pelaksanaan hak pilih dan dipilih bagi setiap warga Negara
tentunya KPU harus melaksanakan ketentuan Peraturan Perurdang-

undangan tentang Pemilihan Umuin dan Peraturan KPU yang berlaku - -------

Hal ini yang menjadi salah satu alasan keberatan terhadap terbitnya
Berita Acara Has'l Verifikasi Keabsahan Pe:baikan Dokumen Syarat Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun
2019 tertanggal 7 Agustus 2013 yang dimaksud oleh pemohon dan
dianggap oleh pemohon bertentangar: dengan UU Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, Pasa' 43 ayat (1) tidax dapat untuk dijadikan
alasan sebagai pengajuan pokox permohonan di karenakan oieh KPU
Kabupaten Bulukumba tidak merapunyai kewenangan dalam menilai aturan
yang menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan
Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bu'ukumbz Pada Pemilihan Umum Tahun
2019 dengan UU Nomor 39 tahun 1999, ---=-m-mmensmmmm mmmmommmmmommms oo

Jawaban Alasan pokok permohoran yang menyebutkan bahwa

Bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240
huruf g berbunyi “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman
hukuman 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan

NArAPIdANE " ======mmmmmmsmm e e o o nSSonSSoSomossoosmssmmeeenes

Menjadi kewajiban bagi KPU Kabupaten Bulukumba dalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk melaksanakan
ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Pasal 75 ayat (1) Undang - Un .c::{ Nomor 7 Tabun 3017
menyebutkan bahwa " Untuk menyelenggagat.an Ptamllu sebagalmarﬂﬁu
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atur dalam Undang - Undang ini, KPU membentuk Peraturan dan
Keputusan KPU, kemudian Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa °
Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan
Peraturan Perundang - undangan “, kemudian Pasal 75 ayat (3)
rnenyebutkan bahwa “ Untuk melaksanakan tugas dan wewenang nya KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kspada Keputusan KPU

dan Peraturan KPU * -----em-emmmmemmmmmess sommmmmmnas s ooom s mmmm s

Dari ketiga ayat tersebut dalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 7
Tahun 2017, KPU Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan tahapan
Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba wajib berpedoman pada
Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaien/Kota dan ketentuan ketentuan
lainnya yang dikeluarkan oleh KP'J terkait dengan proses pelaksanaan
tahapan Pencalonan Anggota DPRD Pemi'ihan Umum Tahun 2019 .- ------

Hal yang menjadi salah satu alasan keberatan terhadap terbitnya Berita
Acara Hasil Verifikasi Keatsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
tertanggal 7 Agustus 2018 yang dimaksud oleh pernchon dan dianggap oleh

pemohon bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
Pasal 240, huruf (g)---—------=rsmmmmmmmmmmm mms mmmsmmmomomoos oo s mmns s

Dapat dijelaskan bahwa Berita Acara yang menjadi objek keberatan
pemohon, tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 240
huruf (g) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan alasan bahwa ---
1) Dalam proses pencaonan khususnya persyaratan bakal calon Anggota

DPRD Pasal 240 huruf (g) Urdang — Undang Nomor 7 Tahun 2017

yang berbunyi : * tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetep karena
melakukan tindak pidana yany diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa vang bersangkutan mantan terpidana . Dalam

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yarg merupakan salah satu

aturan pelaksana Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menjadi

pedoman bagi KPU Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan
tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kayaten Bulukumba_ju
a

-

e ®n * I I‘

menyebutkan ketentuan yang sama dengan 3 | 245 huruf (g) uhg oy ‘-',m
s :AS PED wos Y
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- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni pada Pasal 7 ayat (1) nurdf (g)
yang rmenyebutkan bahwa ° iidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap yang diancain dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telan berkekuatan hukum
tetap “. Selanjutnya ketertuan ledih lanjut terkait dengan Pasal 7 ayat
(1) huruf (g) disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b yang

berbunyi persyaratan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g)

berbunyi dikecualikan bagi ;-------------=-=-=---

a. Mantan terpidana yang telah selesal menjalani  masa
pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam
daftar riwayat hidup, dan ~--—--=-==s==s=emscomomsmmmosemmmonomo s smn s e

b. Terpidana kareria kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana
karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara.
dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.------=----

2) Bahwa Berita Acara yang menjadi objek keberatan pemohon adalah
hasil dari proses pelaksanaan verifikasi administrasi syarat bakal calon

yang ditetapkan berdasarkan «etentuan Peraturan KPU Nomor 20

Tahun 2018, sebagai aturan pelaksana Undang - Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umurn. Jika dalam proses pencalonan
pemohon sebagai pihak yang di rugikan atas pelaksanaan Peraturan
KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan menganggap Peraturan KPU Nomor
20 Tahun 2048 bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun
2017 dapat mempedomani ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Undang
- Undang Nomor 7 Tahun 2017

4. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa
Bertentangan dengan Putusan MK Nomor : 4/PPU-VII/2009 tertanggal 24
Maret 2009 “. i i e e o e e e i e e e e

Dapat kami sampaikan bahwa kami selaku termohon tidak pernah
mendengarkan adanya Putusan MK Nomor - 4/PPU-VII/2009 Tertanggal 24
Maret 2009 sebagaimana dimaksud cieh pemonhon pada angka Vil angka 4
Surat Nomer - 15/DPD-PBIBIk/VIII2018, tanggal 9 Agustus 2018 Perihal
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Berita Acara
Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dckumen Syarat Sakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba rada Fie!‘;[}an ,';J,l““m Ta,hpq_,go
Yang di tujukan oleh Pemohon ke Ketuza PanwasE Katﬁjpaten Bul%?{r

L

A £ 4 UMU
“ KuburaiEN BULUKUIB.
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Yang kami ketahui adalah adanya Putusan MK Nomor : 4/PUL-VII/2009
Tertanggal 24 Maret 2009 - -~=semmmmmemmn . e

Jika Putusan MK yang pemohon maksudkan sama dengan Putusan MK
yang yang kami maksud yakni Putusan MK Nomor - 4/PUU-VII/2009
Tertanggal 24 Maret 2009 maka kami dapat menjawab alasan pemohon

sebagai berikut ;-----=smemmoooomemmmeae - e me e m e e o e

Putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 Tertanggal 24 Maret 2009 adalah
putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10
Tzhun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentarg Pemerintahan Daerah
terhacdap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-------- --- -

« Menyatakan mengabulkan perr:iohonan Femohon untuk sebagian,--—----

e Menyatakan Pasal 12 huruf g aan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang -
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilinan Umum Arniggota
Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewar
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 200€ Nomer 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang - Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstituiional),-----------======ss=s===mznn=nm moonee
Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2CC8 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tamoahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf / Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomok gﬁ Tagnbahan 1'_errnb:=741;@'r
Negara Republik Inaonesia Nomor 4844) tidak mempu'rya: kekua% 2
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hukurm mengikat sepanjang (lidak rmemenuhi syarat-syarat: (i) tidak
berlaku untuk jabatan publik yang cipilih (elected officials); (i) berlaku
terbatas jangka wakiunya hanya selama 5 (hma) tahun sejak terp‘dana
selesai menjalani hukumannya: (ii)) dilkecualkan bagi mantan terpidana
yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa

yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagal pelaku

kejahatan yang berulang-ulang; ST

Menyatakan menolak permohonan Pemohon uniuk selain dan

selebihnya; - —- -

Memerintahkan pemuatan Putusan iri dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.----- ~—--=-========-= e e

Berdasarkan amer putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 Tertanggal 24
Maret 2009 tersebut maka terhadap salah satu alasan Pemohon terhadap
pokok permchonan yang menyebutkan bahwa Berientangan dengan
Putusan MK Nomor : 4/PPU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009 * menurut
pemohon tidak  dapat menjadi alasan terhadap pengajuan pckok
permohonan pemohon dengan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut .
a. Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun

2008 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana
dimaksud dalam pasal 327 pada Undang - Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dzerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2012 sudah dicabut dan dinyatakan tidak beriaku oieh
sebagaimana dimaksud daiam pasal 570 Undang — Undang Nomor 7
Tahun 2017. - mmmmmmmmmemmn e
b. Penyelenggaraan Pemilihan Umurn Tahun 2019 yang menjadi pedoman

adalah Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017, demikian dengan
penetapan Berita Acara yang menjadi objek keberatan pemohon adalah
hasil dari proses pelaksanaan verifikasi administrasi syarat bakel calon
yang ditetapkan berdasarkan ketenwan Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 yang merupakan Peraturan Pelaksana darn Undang -

Undang Nomor 7 Tahun 2017 —-——--=m=sessmses s mmmmmmmms s oe s omme oo oo

5. Jawaban Alasan pokok permohonan yé@ *me.jyebutkan bahwagg

Pelarangan mantan narapidana Bandar Na@oba.. Kejahatan Sek ;
Mo vascs o co: Db UK
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terhadap anak, atau Korupsi menjadi caleg DPD, DPR, DPRD hanya diatur
oleh PKPU bukan dalam Undang — Undang Pemilu dengan demikian secara
hierarki aturan semestinya tidak boleh mengeluarkan aturan yang
bertentangan dengan aturan diatasnya Undang - Undang, olehnya itu
PXPl Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang iebih

tinggi " SR - -

Dalam persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia tidak mencantumkan syarat
terkait dengan Pelarangan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan
Seksual terhadap anak, atau Korupsi menjadi caleg. Sehubungan dengan
hal tersebut daiam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Salah satu
persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten adalah
setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon secara demokratis dan
terbuka sesuai dengan AD/ART Partai Politik Bersangkutan, dimarnia dalam
celeksi bakal calon secara demokratis tersebut partai politik tidak
menyertakan Mantan Terpidana Bancar Narkcba, Kejahatan seksual
terhadap anak dan korupsi sebagaimana dimaksud dalaimn Pasal 4 ayat (3)
Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, persyaratan ini berketentuan bahwa
dalam pengajuan bakal calon, partai politik menandatangan. dan
melaksanakan Fakta integritas Pencalonan anggota DPRD Pasal 6 ayat (1)
huruf e Peraturan KPU Nomeor 20 Tahun 2018. ——— R

KPU Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan
wajib mempedomani PeratJran KPU Nomor 20 Tahun 2018, jika pemohon
merasa dirugikan terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018,
Pemohon dapat mempedomani Ketentuan Pasal 76 Undang - Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umuim.-------==mmmmmommmsmssomsmmmmmoes
(Ketentuan Pasal 76 Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. fotc copy kutipar teriampir sebagai alat bukti). ------==m=-=m-=

Terhadap perryataan Pemohon yang menjadikan alasan pada pokok
perrnohonan yang menyebutkan bahwa “ hi?rki aturan semesfinye tidak

boleh mengeluarkan aturan yang bertentan 2
EH i

,def;gan aturan diatasnya
g“’“h’l@.@!ﬁ.bﬁﬂm '

Undang — Undang, olehnya itu PKPU Nomor,
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dengan peraturan yang lebih tinggi © Kami selaku termohon berpendapat
Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 adalah aturan pelaksanan Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten Bulukumba tidak
mempunyai kewenangan terhadap suatu alasan terhadap pertentangan
Peraturan KPU dengan undang — undang sebagaimana dimaksud oleh
pemohon bahwa Peraturan KPLU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan
dengan peraturan yang lebil Bhggl. s smsan cmmmemen et

Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa

Berdasarkan Putusan pengagilan melalui MA Rl No. 626
K/PID SUS/2008/MA.RI tanggal/ 13 Agustus 2008. Drs. H. Andi Muttamar
Mattotorang calon Anggota DPRD Bulukumba 3 Nomor Urut 9 Tidak dicabut
hak politiknya baik hak politik memilih maupun hak pclitik dipilih. Dipertegas
teniang hak dipilih secare tersurai ciaiur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1)
dan (2) pasal 28 c ayat (2), Pasal 28 di ayat (1) dan (3) Pasal 28 e (3)
peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi warga
negaranya, khususnya calam keterlibatan pemerintah untuk dipilih dalam
event pesta demokrasi yang meliputi Pernilu, Pilpres. dan Pilkada.”------------

Putusan Mahkamah Agung Republik Indoresia No.626 K/PID.SUS/2008,
adalah salah satu Pembuktian pemenuhan syarai calon anggota DPRD
Kabupaten Bulukumba yang diajukan oleh Parai Berkarya Kabupaten
Bulukumba an. Drs. H. Andi Muttamar Mattolorang, untuk memenuhi
ketentuan dalam Undang-Undang romcr 7 Tahun 2017 Tenang Pemiiihan
Umum dan Ketentuan Persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 7ayat (4), Fasal 8 ayat (1)
huruf b angka 13, dan Pasal 8 ayat (7) huruf b Peraturan KPU Nomor 20
tahun 2018. Persyaratan Bakal Calon yang telah diajukan oleh Fartai
berkarya semuanya telah dipenuthi cleh yang bersangkutan an. Drs. H. Andi
Muttamar Mattotorang. Namun hal yang tidak terpenuhi dalam status calon
yang bersangkutan dinyatakan BMS yang dimaknai TMS cleh KPU
Kabupaten Bulukumba adalah ketentuan yang berikenaan dengan syarat
pengajuan calon oleh Partai besrkarya dimana salah satu dokumen
pengajuan yang diajukan sebagai pemenuhan syarat Pengajuan bakal calon
adalah Pemenuhan dan pelaksanaan fakta integritas dimana ketentuannya
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan K'NOITPF 20 Tahun 2018\!

Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomo: 20 Tahun 2(%8 . ﬂ &
Khﬂ\.u =t DU KU..]B;’.
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Undang — Undang Dasar Tahun 1945 menjamin hak — hak warga negara
republik indonesia, terkhusus hak dipilih, Pengaturar ini menegaskan
bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya,
khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta
demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Pelaksanaan HAM
bukarilah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan
adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain
serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis. Hal ini ditegaskan dalam letentuan Fasal 23 J ayat (2) UUD
1945, dinyatakan bahwa “Dalam merja‘ankan hak dan kebebasannya.
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
Undang-Undang dengan maksud semata-mata uniuk menjamin pengakuan
serta penghormaten atas hak can kebebasan orang lain darn untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilat
agama, keamanan, dan Ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis’. Kamri selaku termohon, sebagai penyelenggara di tingkat
Kabupaten Bulukumba aalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun
2019 di Kabupaten Bulukumba wajib melaksanakan pemilu secara
demokratis berdasarkan ketentuan Undang — Undang Nomor 7 Tahur 2017
herserta Peraturan KPU sebagai awran Pelaksanannya. Hal ini tenturya
merupakan Perwujudan dari ‘Ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang
menyebutkan “Pemilihan Umum diseienggarakan oleh Komisi Pemilihan
Umum yang bersifat nasional, tetag, den mandiri*. dan Pasal 22 E ayat (6)
menyebutkan “ ketentuan lebih lanjut ientang Pemilihan Umum di atur oleh

Undang - Undang " - SR E—— .

7. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa : --------------

“Sebagai Yunsprudensi bagi Panwasiu Kabupaten Bulukumba atas kasus
hukum yang sama terkait Keputusan Panwasiih Provinsi Aceh tertanggal
9 Agustus 2018 yang telah mengabulkan Permohonan Abdullah Puteh
dengan membatalkan Putusan KIP Aceh berdasarkan Berita Acara
Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VIi/2018  Tentang hasil  verifkasi
keabsahan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota
DPD tahun 2019 yang mencoret Abduilah Puteh sebagai Bacaleg DPD RI

- ——Ja. -----------------------------------

- “ Yurnisprudensi sefanjutnya aaalah Bawaslu Tora;a Utara membat lLIHAH
putusan KPU berupa Befita Acara terkait TME (Tidws. Mervanush B8
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Bacaleq JK Tondok sebagai calon legislatif vada Pemilu 2019 dari Partai
PKPI Dapil 4" e o o s e e o

Sebagai yurisprudensi bagi Bawaslu sebagaimana menjadi salah satu
alasan bagi pemohon tersebut, terkhusus pada tindaklanjut pelaksanaan
putusan Bawasliu Toraja Utara, KPU telah menyampaikan beberapa hal ke
KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Ketua KPU Nomor
855/PL.03.1-SD/0OZ/KPU/MNII/2018 tangga! 10 Agustus 2018, Perihal

Putusan  Bawaslu Kabubaten Tanah  Toraja Utara  Nomor:
001/PS/SN.20/VII/2018 dalam surat tersebut KPU menyampaikan hal - hal

sebagai berikut: - - s S

a. KPU sedang meminta penjelasan atas pertimbangan hukum dan
amar/putusan Panwasiu  kabupaten Torajga Utara Nomor
0C1/PS/ISN.20/VI/2018 tersebut kepada Bawaslu Rl, mengingat hingga
saat ini Peraturan KPU Nomor 20 tahun 201& yang menjadi dasar
hukum dalam proses pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota belum ade putusan hukum yang

berkekuatan hukum tetap menvatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 20

Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilihan Umum.—=-rmrm=c=e- cesmemennce- - -
b. Berkenaan dengan hal tersebut, sambil menunggu koreksi atas putusan
Panwaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor: 001/PS/SN.20/V1lI/2018 dan
penjelasan resmi Bawaslu RI. diminta kepada KPU Provinsi Suiawesi
Selatan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Toraja Ulara agar
melakukan penundaen terhadap pelaksanaan putusan Panwaslu
Kabupaten Toraja Utara Nomor: 001/PS/NS.20/V11/2018 tersebut.----- -
(Surat Ketua KPU Nomor 855/FPL.03 1-SD/O3/KPU/VIII/2018 tanggal 10
Agustus 2018, Penhal : Putusan Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja
Utara Nomor : 001/PS/SN.20/VI1/2018. Terlampir sebagai alat bukti).-----

Terhadap tindaklanjut sura. Ketua KPU tersebut KPU Provinsi Sulawesi
Selatan telah menidaklanjuti hal tersebut dengan melakukan supervisi ke
KPU Toraja Utara dengan teriebih dahuiu menyampaikan hai tersebut ke
KPU Toraja Utara melalui Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Se'atan
Nomor : Nomor 1499/PL.03.1-SD/73/Prov/VIl/2018 Tanggal 11 Agustus
2018 Perihal - Penyampaiar (sebagainana terlamgpir sebagai alat bukti). -----

oy, T >4
l ; E— n) A
3 - ILIHAN JMUR

L
Kabut i~ cN BULUKURBA
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b. PETITUM Termohon: b e e R S 5 -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokck perkara Termohon dalam

pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Rawas!u Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan

permohonan Pemonon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan

Putusan dengan amar sebagai berikut : -
1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -------=-=-=s===m=srmmmmmommmmsmms oo

2) Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon menyatakan

Keputusan yang seadil-adilnya (ex @equo at bono).--=--==-=--==--- —mmmnn

Aenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan
»ukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta dideri
anda P-1 s/d P-12 sebagai berikut:--------—-==-- =====~ e

'No | Kode Bukti | ' ~ Keterangan
. P-1 - MODEL BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL (Berita: Acdré

’Has:l Verifikasi Faktual Kepengurusan, keterwaklian

1
\
4
|

perempuan Domisili kantor, dan keanggotaan partai pohtnk ]

calon peserta pemilu tingkat kabupaten pulukumba provnnsu '

: Sulawesi  selatan) Nomor:  05/PL.01.1-BA/7302/KPU-

| Kab/l/2018 tertanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu

| _iL 3 delapan belas; .
|2 P-2 aurat ‘Keputusan Dewan . Pimpinen Pusat (DPP) Partai |
| Berkarya Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan
! - Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bulukkumba

' Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2017-2022 Nomor: |
| SK/3.02.1/DPPIBERKARYA/IX/2017 tertanggal (29) dua {
| puluh sembilan bulan (07) September tahun (2017) dua ribu |
1 tujuh belas; '

pP-3 {MODE' “TTPd DPRD KABUPATEN ( Tanda Terima |

ipenerimaan perelitian kelengkapan dan keabsahan

)

i | dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten
1 dalam pemilihan umum tahun 2019) tertanggal (17 ) tu;uh ‘
| pelas bulan ( 7 ) Juli tahun 2C18 (cua ribu delapan be'as).

P-4 VMODEL TT-P PERBAIKAN DPRD KABUFATEN ( Tanda

f lterima Penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal

| calon dan syarat calon mgota DPRD Kabuw
uﬂﬁj}(

1 tertanggal 30 (tiga pu uh) Bulap"f rJun ) Tahun 20

4 F K,,uus o L-N BUL
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'3

_[ Ribu Delapan Belas).

- R

S Ao |

P-5 "Formulir B1 DPRD Bulukumba Perbaikan Partai Berkarya

P-6 [MODEL BA HP DFPRD KABUPATEN PERBAlKAN Benta?
Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen |

t Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba |
' Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ) tertanggal 7 Agustus i
2018 .

NS S

|
P-7 Photo copy pengumuman di media cetak harian Rakyat
lSu!seE hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018; ‘

P-8 | Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Harian Rakyat‘
Sulsel Nomor  OO08/C/RED/VII/2018  bahwa  yang |
bersangkutan telah mengumunkan kepada Publik bahwa‘
,yang bersangkutan pernah menjalani Hukuman P|dana
| Korupsi, |

P9 | Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik | j‘
l Indonesia Nomor 626 K/PiD.SUS/2008;

10 |
P11 i
 —— 1S
1 12

|
|

P-10 Yunsprudensu atas Gugatan in Abdullah Puteh;

P11 “Yurisprudensi atas Gugatan JK Tondok;

P12 ' Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il. A

$ Bulukumba yang bermakna sudah jedah lebih dari & tahun |

!
| masa pldana terhltuno yang bersangkutan jadi caleg I

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termchon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah

dilzges serta diberi tanda T-1 5,d T-16 setagai berikut: ------ SE——

| No | Kode Bukti | Keterangar:

! 1 T4 i Fotocopy kutipan pasal 75 ayat (3) Undang - undang Nomor |

; ;7 tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum yang |

‘ ? lmenyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan?

| |wewenangnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

| : ' dapat menetapkan Keputusan dengan berpedoman pada |

| - | Keputusan KPU;

|—"2" T T-2 J;ﬁBerita Acara  Nomor.  129/PL.01.4-BA/7302/KPU-
| | Kab/VI11/2018;

3 | T3 —Tﬁé?itg" Acara  Nomor  124.h/PL.01.4-BA/7302/KPU-

| BIKAVIIN2018; |

EREE “Foto copy Buku ﬁég.stra;;ﬁéaga;aaﬁ”

S| . b T — —— _.“
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ETRE

14 |

Surat ‘Pencalonan menggunakan formulir Model B;

Daftar Bakal Galon anggcta CPRD Kabupaten dalam Pemilu |
‘ 2019 menggunakan formulir model B.1;

Surat Pernyataan Pimpinan y Partai Politik yang menyatakan
Pertai Politik yang telah
|

| melaksanakan Seleksi

bahwa bersangkutan
bakal

demokratis dan terbuka sesua! dengan AD/ART atau aturan |

proses calon secara

3 internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2,

Pakta Integritas yang ditaxdatangan: oleh Pimpinan Partai
Po itik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan
formuhr Mode! B.3.;

16

— e e __L_,.__ i

T 70
|
|

T-9

Tanda Terima dokumen Pendaftaran (TT. Pd).

Fotocopy ~kutipan " Pasal 4 ayat (3) “Peraturan Kom|5|
Pemilihan Umum Nomor 20 Tanun 2018 yang menyebutkan

I
|
|
l
|

|
|

I
|

bahwa ‘Dalam seleksi bakal calon secara Demokratis dan | ‘

terbuka Partai Politik tidak menyertakan mantan Tem'dana
lendar Narkoba, Kekerasan Seksual terhadap anak dan |
L Korupsl,

“Sainan  Keputusan KPU Rl Nomor.
| Kpt/06/KPUNII/2018, tanggai 23 Juli 2018;

T-13

rFotcacopy Surat KPU R! Nomor
' SD’OGIKPUNIII2018 Targgal 23 Jull 2018,
'Surat “Ketua KPU Kabupaten
500/PL.01 3-8SD/7302/KPU-Kab/V11/2018, Tanggal

; 2018, Perihal: Penyampaian,;

Nomor:
25 Juh

" Bulukumba

T-15

e

— — —

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Surat Kelua KPU RI Nomor

"961/PL.01.4-

1‘

742/PL.01.04-

Fotocopy kufipan Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7

" 855/PL.03.1-

' SD/03/KPU/VII/Z018 tanggal 10 Agustus 2018, Perihal :

iPutusan Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja Utara Nomor:
| 001/PS/SN.20/VII/2018;

| Surat Kelua KPU Provinsi Suiawesi

Selatan Nonor: |

| 1499/PL 03 1-SD/73/Prov/VIl/2018 Tanggal 11 Agustus

| 2018 Penhal Penyampauan " ,
),P

_JK
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohcnan Pemohon adaiah

sebagaimana telah diuraikan di atas; ----- - e i
Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai 2akal Calon Peserta Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kabupaten Bulukumba,
yarg telah menyerahkan dokumen persyaratan untuk calon dari Partai Berkarya
sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRG Kabupaten Bulukumba
Provirsi Sulawesi Selatan, yang oleh Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba
tertanggal 07 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifixasi Keabsahan Perbaikan Dokumen
Syarat Bakal Caion Anggota DPRD Kabupaier pada Pemilihan Umum 2019 yang
didaiam lampiran berita acara untuk daerah pemilihan 3 (tiga) nama Bakal calon Drs. H
Andi Muttamar Mattotorang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syaiat (TMS)
pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemiliban Umum
Tahun 2019;---- e e cmmmmimm

Men:mbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten
Bulukumba, tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Hasll
Verifikasi Keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calen anggota DPRD Kabupaten

sada Pemilihan Umum Tahun 2019; ---=-smmme— memmsnrenmomommmmmmsss sosnmonee

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon. Termohon telah mengajukan
Jawaban tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang
dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten
Bulukumba pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan
Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang
Duduk Sengketa; e e e e e e

Merimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan

tidak. mengajukan saksi maupun ahli sebagaimara dalam bagian Tentang Duduk

Sengic2ta; o mm e _— e i e

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu
Majelis  Adjudikasi akan mempertirabangan kewenangan Bawaslu Kabupaten

Buiukuinba Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu

pengajuan permohonan sebagai berikut: - - e e e

aEebagal berikut, ™R
pafEb St

LHANUE 4
Kibivimi wn BULUKU =02

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Katupaten Bﬁl‘
i
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a) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kaktupaten Bulukumba adalah pengawas
pemilihan umum yang bertugas untux mengawal dan mengawasi jalannya proses
pemilihan umum Kabupaten Buluxumba dan berwenang untuk memeriksa dan

mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya

Objek Sengketa; - . " [
b) Banwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu)Pasal 101

berbunyi “Bawaslu Kab/Kota bertugas Foin a. Nelakukan pencegahan dan

penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu: dan 2) Sengketa Proses Pemilu”; ------
¢) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 Undang - Undang Nomor 7 Tahur 2017
Tentang pemilu *‘Dalam melakukan penirdakan sengketa proses Femilu
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 101 hurvf b, Bawasiu Kab/Kota bertugas: 1)
menerima permohonan penyelesaian sengketa pioses Pemilu di wilayah Kab/Kota.
2, memverifikasi secara formal dan materia! permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang
bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adiudikasi sengketa proses
Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses
pemilu: dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota'

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
pemiu Pasal 103 “Bawasiu Kab/Koia Berwenang c meneiima, memeriksa,

memediasi atau mengadjudikesi dan memulus penyelesaian sengketa proses

Pemilu di wilayah Kab/Kota", ----------- e e e
e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tanhun 2017 Tentang
Semilu Pasal 466 "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar -
Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemiu dengan Penyeleriggara Pemilu
sebayai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KFU Provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota™, - -

f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang pemilu berbunyi :“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota menerima pe'mohonan per.yelesaian sengketa proses Pemilu
sebagai akibat dikelvarkannya keoutusan KPU. keputusan KPU Provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota, (2) Permohonan penyeiesaian sengketa proses
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta
Pemilu dan /atau Paserta Pemiiu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses
Poemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling
sea’kit memuat: a. Nama dan alamat pemohon: b. Pihak termohon, dan c.
keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten

/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan pe Jesaian sengketa pro:ss

-

ahE lama 3 (tiga) & o
< FenilHE MU

Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayai (2) disamp j
KABUPA.:N SULUKL BA
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kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kegutusan KPU Provinsi, dan/atau
keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa”, -----m-mmsmmmsimemnonees
g) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
pemilu Pasal 468, berbunyi :(7) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu,
Bawasiu Provinsi, Bawasiu Kabupaten /Kcta memeriksa dan memutus sengketa
proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) haii sejak diterimanya permohonan, (3)
Rawaslu, BawasluProvinsi, Bawaslu Kabupeten/Kota melakukan penyelesaien
sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a menerima dan mengkaji permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang
hersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah aan
mufakat.(4) Dalam hal tidak teicapal kesepakatan antara pihak yang bersengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawasiu Provinsi, Bawasiu
K abupatenKota menyelesaikan sengketa proses Femilu melalui adjudikasi” ------------
h) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2017 tentang tata cara penyzlesaian sangketa proses pemilihan Umum
Pasal 5 berbunyi : “(3) bawaslu KabsKota berwenang menyelesaikan sengketa

proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota"; ----------—---

Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umumn Kabupaten
Bulukumba akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba, tanggai
Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Hasil Verifikasi

Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
pada Pemilihan Umum 2919;----------— e s e S o

j) Bahwa terkait hal terseout di atas pemonon merasa berkeberatan dalam hal
diceluarkannya Benta Acara KPU Kabupaten Bulukumba, tanggal Tujuh Bulan
Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan
Peroaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan
Jmum 2019; -- - e ————— e e

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu

Kabupaten Bulukumba berwenang memer:ksa dan memutus sengketa a quo, --------------

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (fegal Standing) Pemohon sebagai berikut; ------
a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Berkaiya,
Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktuai Kepengurusan, keterwakiian
serempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu
tingkat kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan Nomor: 05/FPL.01.1-
BA/7302/KPU-Kab/l/2018 tertanggal sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan
Belas. Dewan Pimpinan Dacrah Partai Berkarya Kab ten Bulukumba memenuhi

r
syarat sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur d lﬁ-dang Undang
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Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29 yang berbunyi * Partai Politik peserta pemilu acalah
partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota
DPR, anggota DPR Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota”.-- -——=--==-=----msz-n--
b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
pemilu Pasal 172, berbunyi : “Peserta Pemilu urtuk pemilihan umum anggota DPR.
DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten / kota. adalah partai politik.” -=-~==—-—--—==m=n=—--
¢) Bahwa beruasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tanun 2017 Tentang
pemiiu Pasal 467, berbunyi (2)Permohonan penyelesaian sengketa proses Femilu
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan cleh celon Peserta Pemi/u dan

atau Peserta Pemilu. - e s
d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Fengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18
‘Tahun 2017 tentang tata cara penyeigsaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal

7 berbunyi : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas @ b. Partai Politik

Peserta Pemilu; -- e it mo e
) Bzhwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Baden Pengawas Pemilu Nomor 18

Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal
7A perbunyi . “Permohonan penyclesaian sengketa proses Pemilu yang ciajukan
oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemiiu

diiakukan dengan ketentuan sebagai berikut :c. tingkat kabupaten/keta digjukan oleh

ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain. ---====-=====-=mm==emmmemes
fy Pahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilar, Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunvi: (1)"Partai Politik mengajukan dckumen
persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi cealon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaien/Kota lkepada KPU. KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)." -------=-=-====m==mmmommmmems s oo
g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubik
Indonesia Nemor 20 Tahun 2018 tentang Pericalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi . (7)Dokumer persyaratan pengajuan
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa - a surat
nencalonan menggunakan formulir Mcdel B: b.daftar bakal calon menggunakan
formulir Model B.1: dan c. Surat pemnyataan Pimpinan Partai Politik yang
inenyatakan bahwa Partai Politik yang bersargkut%leiah melaksanakan proses

seleksi bakal calon secara demokratis dan *erbuka ﬁf:a engan AD/AR
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aturan internal Partai Politik. (2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oieh ketua dan
sakretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabugpaten/kota atau nama

lainnya dan dibubuhi cap basah; ------ e e --- -
h) Bahwa Pemohon dalam sergketa in casu adalah saudara Drs. H. Andi Muttamar
Mattotorang dan Saudara Drs. Muh. Syahyul Lide adalah Ketua dan Sekertaris
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaien Bulukumba berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, Nomor
5K73.02.1/DPP/BERKARYA/IX/2017 tentang FPengesahan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Bekarya Kabupaten Bulukurmba Provinsi Sulawesi
Selatan Periode 2017-2022 tertanggal 29 September 2017, —--r=m-mmmmnmrommmmmmmmmmmemnes
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon
mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa a

quo; - — B e

Menrimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----=-===m=v--=-
a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai
Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi
Keabsahan Ferbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kahbupaten
pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 07 Agustus 2018 dan dikeiahui oleh

Pemohon pada hari itu juga: S —

b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buiukumba setelah KPU Kabupaten
Bulukumba menerbitkan Berita Acara Hasil Veriiikasi Keabsahan Perbaikan
Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum
2019 ternanggal 07 Agustus 2018 dan dimohonkan kepada Panwaslu Kabupaten
E uiukurnba pada Hari Kamis Tanggal 02 Bulan Agustus Tahun 2018; - o ooeee

c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tertang Pemilu Ayat (4) “Permohonan penyalesaian sengketa proses Femilu
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hen xerja
sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau
keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”, - -—---m-mrmmmmnomnnanne

d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Pzraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18
tahun 2017 tentang tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan
Umum menyatakan bahwa Pasai 12 Avyat (2) “FPermohonan sebagaimana cimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling larna 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan
Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota'", -+

e) Bahwa dengari merujuk kepada ketentuan Pasal 467233

n

g?dang Unda‘hgﬁl t

was Pemilu no
Rl rozett

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan.
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18 tahuri 2017 tentang tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses Pemiiihan
Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja
pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal
dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 adalah
pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 untuk hitungan hari kerja; -----------===-=-==--

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan

Pemohon masih dalam tenggang waktu yarg diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-

Undang Nemor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Femilu

Nomor 18 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemiihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyeienggara Pemilu telah menerbitkan Berita

Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019 pada hari Selasa tertanggal 07 Agustus

2018 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan

Pemi'u ke Panwaslu Kabupaten Bulukumba pada Hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2018;

1

'Iemmbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok

engkiata sebagai Derikut. ---------aaam oo oo

Bzhwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan berite acara KPU Kabupaten
Bulukumba MODEL BA HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN Tanggal 07 Agustus
2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon
Anggota DPRD Kahupaten pada Pemilihan Umurn 2019, yang didalamnya
menghapus nama pemohon in casu Bakal Calon DPRD Kabupaten Bulukumba
Dapil 3 dari Partai Berkarya Kabupater Bulukumba atas nama Drs. H. Andi
Muttamar Mattotorang sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Bulukumba karena
termasuk bezkal calon mantan Ter;)jdana Korupsi yang telah mendapat kekuatan
hukum tetap berdasarkan putusan;Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 626 K/PID.SUS/Z008; -------2-====-- - e e e -

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa aquo

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara
xhusus dalam verifikas: syarat pencalonan dan syarat calon berpedomar pada
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Rl Nomor 961/PL.0%.4-
Kpt/0B/KPU/MIN2013  serta  Surat KPU Rl Nomor  742/PL.01.04-
SD/OB/KPU/MNINZ2018, Permohonan pemohon yang telah diregister dalam
permohonan Nomor: 001/PS/SN.04/VIil/2018 yakni mengenai keberatan terhadap
| MODEL BA HP DPRD

ditetapkannya berita acara KPU Kabupaten Buluku

KABUPATEN PERBAIKAN Tanggal 07 Agustus 5'

Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon:
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3)

pada Pemilihan Umum 2019, yang didalam iampiran perita acara untuk daerah
pemilihan 3 (tiga) nama Bakal calon Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dicoret
dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -------------- e

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 merupakan persyaratan yang Wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang
nencak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -=---------------
M=nimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tanun
2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----------------
a) Telah berumur 21 (dua puluh satw) tahun atau IeBih; --=-----====mrmmmscmmmmmemeeee

n) Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahe Esa, -~ e e e

c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ---------------
d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -- ===
e) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengan Atas, Maarasah Aliy&h,

sekolah menengah kejuruan. madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang

sederajat; ----—---msmmmmm e --
f) Seiia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukuni tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau febih, kecuali secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan

mantan terpidana; -------=-====----- e e e e e

h) Sehat jasmani, rohani. dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, ----------------

i) Terdaftar sebagai pemilih; - -

i) Bersedia bekerja penuh waktu, S S S—
k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah aparatur sipil
negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau bacdan usaha milik daerah, atau badan lain
yang anggarannya bersumber dan keuangan negara, yang dinyatakan dengan
surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, ----==-==-===m-—mmmoccoomoee
I) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntanr publik, advoket, nctaris,
pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang

dan jasa yang berhubungan dengan keuaﬁ_

gFB Serta pekerjaan lain
yang dapat menimbulkan konfiik lkepentirgan ) 7gar:.1 tugas, wewenarJ% da7ﬂ'
: . N oy /
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9)

hak sebagai anggota DPR, DPRL proviasi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, -

m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagali pejabat negara lainnya.
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik

negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya

bersumber dari keuar,gan negara; e e

n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; ---------=--=---- - --

0) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan ------ -

p) Dicalonkan hanya di 7 (satu) daerah pemilihan. ----------------- s
Menmimbang bahwa Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak
memberikan pembatasen terhadap suatu golongan untuk “apat mendaftarkan diri
dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; ----
Menimbang bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap
carsamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam
konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam
ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara
berhak atas kemerdekaan bercerikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang. Di
samping itu ketentuan Pasai 28D ayat (T) JUD NRI Tahun 1945 juga menyataken

cahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

semerintahan;---------- - B ——— ————
Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No.
51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tarsebut
menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh
warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang ielah
menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka
mengemukakar kepada publik yang bersangkutan merugakan mantan narapidana;
Menimbarg bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusie, Majeis
imemandang perlu untuk mempertimbangkan bebe apa ha' sebagai benkut: ---------
a) Menimbang bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi

manusia bagi selurun Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi

menjadi dua kategcri, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau

hak-hak yang tidak dapat dikurang. dalam keadaan apapun sebagaimana

tercantum dalam Pasal 28i ayat (1) UUD NRI 1,9' Kategori kedua yakni hak

asasi manusia relatf yang merupakan hak-ﬁ E\g dapat dlgh{ 4

sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; - - -~ .
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9)

b) Menimbang bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif
yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan har ini dapat dilakukan melalu
undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UuUD NRI

1945 yang berbunyi: ------==--s--asemnee- e mmimmme e
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan oleh urdang-undang dengan maksud sematia-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesual aengan

partimbangan moral, n:ai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis” e o e i e
c) Menimbang bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP,
terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat
mencabut hak memilih dan dipilih dalarn pemilihan yang diadakan oerdasarkan
aturan-aturan Umum; ses--r----=se-desmam——e—- e
d) Menimbang bahwa pembatasan rak baik menurut UUD NRI 1945 maupun
KUHP dapat dilakukan melalui cua cara yakni melalui Undang-undang
sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan
yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1)
angka 3 KUHP; -----mmmmememmemmmmm oo e o
Menimbang bahwa Majelis memandang periu untuk melihat yuris prudensi yang
telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XI11/2015 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: ------=z-=-ms-msomsoommrmmmmoommme e

a) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap
mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional
bersyarat dari Mahkamah Honstitusi (MK) menilai mantan narapidana capat
mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang bencerang
memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidang; ---------==--==-----

b) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan
pencalonan tersebut tidak berlaku Dbagi seseorang yang telah selesai
menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan
ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih
(elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan
terbuka <epada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan

sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;------------=-=====m===smmsmmms e -

c) Menimbang bahwa pernyataap terbuka dan jujur dari mantan narapidana

"{{lv asyarakatlah- X g
Déﬁag:u tidak;--m----._mnﬁ,"

K}tb\dl Fae it UUI—U“

kepada masyarakat umum (nofoir feiten) pada

menentukan pilihannya mau memilih mantan nara
}
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10) Menimbang, No. 42/PUU-XIil/2015 jo. Putusar. Mahkamah Konstitusi (MK) No.
51/PUU-XIV/2016bahwa Putusan Mahkamah Keastitusi (MK), memperkuat posisi
hahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam
hal ini bakal calon anggota legislatif. dengan memberikan ruang kepada mantan

narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang

bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. --e-——-mrmmmemne——m e eenen-

Menimbang bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-
undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa
hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan
Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -—--—-----mmoomeamm e

11) Menimbang bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk

mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota melalui partai poliik tidak sesua: dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; -----======rsrmmmmmmsossmmmmsmmssmmmmnono s om s T
12) Menimbang bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai
Baka! Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD rabupaten/Kota sepanjang
yang bersangkutan mengurumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang
bersangkutan pernah mendapatkan hukura pidana, apapun jenis pidananya, dar
tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih
dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk
memilih vang bersangkutan atau tidak sevagaimana Futusan Mahkamah

Konstitusi (MK) No.42/PUU-XII1/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MX) No
51/PUU-XIV/2018; - e o e

13) Menimbang, bahwa berita acara KPU Kabupaten Bulukumba tersebut tidak
mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasa! 240
avat (1) huruf (g). Maka majelis persidangan berperdapat bahwa Jawaban
Termohon ditolak; ofe e e smememenane

Menimbang, banwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka
Bawzslu Kabupaten Bulukumba berpendapat cukup beralasan hukum untuk

mengabuikan s2luruh Permohonan PEmMONON, - --===x==swmmmemcomsmmssmmsmmmmsmmm e

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan JUmum Nomor 18 Tahun 2078 tentang

Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata

" | - . ~ ;

Carz Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Urmum;- g El - A).E.j' 3
t' - 'JL‘HA; "‘
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MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permonhonan Pemchon untuk selurunnya; e e

2 Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba tentang Hasil Verifikasi
Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Baka Calon Anggota DPRD Kabupaten

pada Pemilihan Urnum 2019, tertanggal 07 Agustus 2018, -=--mmmemmsmmmooomememae e
3. Menyatakan Formulir Partai Berkarya Mode! B.1-DPRD Kabupaten Ferbaikan

sudahk memenuhi syarat, e - m e
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buiukumba untuk mengembalikan Drs. H
Andi Muttamar Mattotorang kedalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten
2ulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9 yang selanjutnya ditetapkan Sebagai
Oiaftar Caleg Sementara (DCS) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba; -------======---
5. Mernerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk rmelaksanakan Putusan

i

ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undar.gan paling lambat 3 (tiga) han sejak

dibacakan.-- mmmimmm e e oo oo

Dernikian diputuskan di dalam rapat p'eno Bawaslu Kabupaten Bulukumba oleh 1)
Ambo Radde Junaid, SE, 2) Bakri Abubakar, S.Pd, 3) Abdul Rahman, S.Pd, masing-
masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dan diucapkan dihadapan
para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan
Bular Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas clen 1) Radde Junaid, SE, 2)

L
Bakri Abubakar, S.Pd, 3) Abdul Rahman, S.Pd. masir hﬁg%&

} -8 P
Rawaslu Kabupaten Bulukumba. -------===sr=msmmmmmmrmmmmm mmmne J ATEN TENBULUKL. 8.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba

ttd ttd ttd

(Ambo Radde Junaid, SE) (Bakri Abubakar. S.Pd) (Abdul Rahman, S5.Pd)

Sekretaris,

ttd

(A. Al Khaifal, S.Pd)
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